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Fokus Presentasi

• Latar Belakang

• UU 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, 2003 

• Hasil Review UNCAC Putaran Pertama 32 Rekomendasi (Direview oleh Usbekistan dan 

Inggris, tahun 2010 – 2012 )

Bab 3 (Kriminalisasi dan Penegakan Hukum) dan Bab 4 (Kerjasama

Internasional), 

Catatan: Pengadilan Tipikor sebagai Best Practice, KPK sebagai lembaga

independen sesuai dengan Pasal 36 UNCAC, Kerjasama Internasional yang

dilakukan oleh KPK dinilai efektif.

• Hasil Review UNCAC Putaran Kedua 21 Rekomendasi (Direview oleh Yaman dan Ghana, 

tahun 2016 – 2018 )

Bab 2 (Pencegahan_ dan Bab 5 (Pemulihan Asset)       

Catatan: KPK sebagai lembaga sesuai dengan pasal 6 UNCAC,

Kriminalisasi Korupsi di Sektor Swasta perlu menjadi perhatian, 

Indonesia perlu memperbaiki aturan terkait perampasan aset kasus korupsi



• Putaran Pertama Indonesia 

Bersama Belarusia mereview Iran, tahun 2011 – 2013 

Bersama Kolombia mereview Haiti, tahun 2013

Bersama Pakistan mereview Kyrgystan, tahun 2013 – 2014 

• Putaran Kedua Indonesia 

Bersama Hondyras mereview Vietnam, tahun 2019  

Bersama Tanzania Mereview Sudan Selatan, tahun 2019 

• Tahun 2006 Indonesia membuat gap analisis untuk memetakan kesenjangan

antara pasal-pasal UNCAC dan Hukum Nasional

• Indonesia banyak memberikan contoh best practices kerjasama internasional
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UNCAC
8 Bab, 71 Pasal



Arti penting UNCAC bagi Indonesia 
(menurut UU nomor 7 tahun 2006)

Komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam
percaturan politik internasional.

Untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, 
membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak
pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri

Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian
ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, 
pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;

Mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah
payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada
lingkup bilateral, regional dan multilateral;

Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan
Konvensi ini.
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